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Abstract – Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pendapat tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di 

lingkungan satuan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mencatat karena 

sumber data diperoleh dengan mendengarkan narasi lisan dari kanal YouTube Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan RI yang berjudul “Merdeka Belajar Episode 25: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di 

Lingkungan Satuan Pendidikan” Artikel ini berfokus pada pembahasan mengenai Permendikbudristek tentang 

PPKSP tak hanya melindungi siswa dari kekerasan di sekolah. Para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan 

dalam PPKSP juga dilindungi dari suatu kekerasan, bencana, krisis yang sedang melanda di selurih provinsi 

dan wilayah di Indonesia. Dengan terwujudnya lingkungan pendidikan yang nyaman dan aman, menurut 

Nadiem sangat kondusif untuk mendukung optimalnya peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan 

melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar serta mengembangkan potensinya. 
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I. PENDAHULUAN 

 
 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim 

meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 

46 Tahun 2023. Permendikbudristek tersebut mengagur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di 

Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) sebagai Merdeka Belajar Episode 25. Nadiem 

mengatakan, beberapa tahun terakhir, pihaknya melibatkan berbagai pihak untuk merancang sebuah regulasi 

yang dapat mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan. Permendikbudristek PPKSP disahkan 

sebagai payung hukum untuk seluruh warga sekolah atau satuan pendidikan.  Peraturan itu lahir untuk secara 

tegas menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan 

intoleransi.  Permendikbudristek itu juga bertujuan membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus-

kasus kekerasan yang terjadi, mencakup kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya dengan 

berperspektif pada korban. "Permendikbudristek PPKSP melindungi peserta didik, pendidik, dan tenaga 

kependidikan dari kekerasan yang terjadi saat kegiatan pendidikan, baik di dalam maupun di luar satuan 

pendidikan, Peraturan itu juga menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permendikbud Nomor 82 Tahun 

2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan.  Selain itu, 

Permendikbudristek PPKSP juga menghilangkan area “abu-abu” dengan memberikan definisi yang jelas untuk 

membedakan bentuk kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, serta diskriminasi dan intoleransi 

untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.  Nadiem menegaskan, Permendikbudristek 

tersebut juga memastikan tidak adanya kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan di satuan 

pendidikan. “Peraturan yang baru ini juga tegas menyebutkan bahwa tidak boleh ada kebijakan yang berpotensi 

menimbulkan kekerasan, baik dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, nota dinas, imbauan, instruksi, 

pedoman, dan lain-lain.  
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II. METODE PENELITIAN 

 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu melakukan observasi terhadap ucapan atau 

tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan uraian yang 

mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, 

dan organisasi unit analisis. Selanjutnya, sesuai konteks yang teramati, data yang diperoleh kemudian dicatat dan 

dianalisis. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tentang Pencegahan Dan Penanganan 

Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. 

 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses 

yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di satuan pendidikan. 2. 

Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menyelesaikan Kekerasan di satuan pendidikan. 3. Kekerasan 

adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa 

sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau 

seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan 

atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, 

dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis. 4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pendidikan. 6. Dinas Pendidikan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang pendidikan. 7. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan 

Tugas adalah tim yang berfungsi sebagai koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan 

satuan pendidikan di tingkat daerah. 8. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disingkat 

TPPK adalah tim yang dibentuk - 3 - satuan pendidikan untuk melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan di satuan pendidikan. 9. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali 

peserta didik, komunitas satuan pendidikan, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 10. Warga Satuan 

Pendidikan adalah peserta didik, pendidik, Tenaga Kependidikan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan 

kegiatan di lingkungan satuan pendidikan. 11. Warga Satuan Pendidikan Lainnya adalah masyarakat yang 

beraktifitas atau yang bekerja di lingkungan satuan pendidikan. 12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 

disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah. 13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 14. Tenaga Kependidikan adalah 

anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 15. 

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 

yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 16. Korban adalah setiap orang yang mengalami 

Kekerasan. 17. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui. 

18. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan atas apa yang didengar, dilihat, dan/atau dialami 

terhadap dugaan terjadinya Kekerasan. 19. Terlapor adalah setiap orang yang diduga melakukan Kekerasan 

terhadap Korban. 20. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan. 

 

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk: a. 

melindungi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya dari Kekerasan 

yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan; b. mencegah Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan 

Warga Satuan Pendidikan Lainnya, melakukan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; - 4 - c. melindungi 

dan mencegah setiap orang dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan; d. mengatur mekanisme 

Pencegahan, Penanganan, dan sanksi terhadap tindakan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan e. 

membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan 
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diskriminasi dan intoleransi.  

 

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan agar: a. Peserta 

Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu mencegah terjadinya 

Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; b. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan 

Pendidikan Lainnya mampu untuk melaporkan Kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya; c. Peserta Didik, 

Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu mencari dan mendapatkan 

bantuan ketika mengalami Kekerasan; d. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan 

Pendidikan Lainnya yang mengalami Kekerasan bisa segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang 

menyeluruh; e. satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kementerian mampu merespons dan menangani 

Kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan f. satuan pendidikan, 

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, dan Kementerian mampu mencegah terjadinya Kekerasan di 

lingkungan satuan pendidikan. 

Lebih lanjut, Permendikbudristek PPKSP mengatur mekanisme pencegahan yang dilakukan satuan pendidikan, 

pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek.Peraturan itu mengatur tata cara penanganan kekerasan yang berpihak 

pada korban yang mendukung pemulihan. Satuan pendidikan juga diamanatkan membentuk Tim Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk satuan 

tugas (satgas). Nadiem mengatakan, TPPK dan satgas perlu dibentuk dalam waktu 6 sampai 12 bulan setelah 

Permendikbudristek PPKSP disahkan agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani.  “Jika ada 

laporan kekerasan, dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan 

bagi korban,” terangnya.  Sementara itu, sanksi administratif akan diberikan kepada pelaku peserta didik dengan 

mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik. 

 

Data kekerasan dan bullying  

Berdasarkan data hasil survei Asesmen Nasional Tahun 2022, sebanyak 34,51 persen peserta didik (1 dari 3) 

berpotensi mengalami kekerasan seksual, lalu 26,9 persen peserta didik (1 dari 4) berpotensi mengalami hukuman 

fisik, dan 36,31 persen (1 dari 3) berpotensi mengalami perundungan. Temuan itu juga dikuatkan hasil Survei 

Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(SNPHAR, KPPPA) Tahun 2021. Hasil survei itu menyebutkan, 20 persen anak laki-laki dan 25,4 persen anak 

perempuan usia 13 sampai dengan 17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 

bulan terakhir.  Data aduan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada perlindungan khusus 

anak tahun 2022 juga menyebutkan kategori tertinggi anak korban kejahatan seksual, yakni anak korban kekerasan 

fisik dan/atau psikis, serta anak korban pornografi dan kejahatan siber sebanyak 2.133. 
 

 

IV. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas yang diambil atau disimak dari program "Merdeka Belajar episode 

25" menyoroti pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Melalui edukasi yang 

efektif, pengembangan kebijakan yang kuat, pelibatan orang tua, sistem pelaporan yang baik, dukungan psikologis, 

dan tindakan disiplin yang sesuai, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan inklusif. 

Dengan demikian, siswa dapat belajar dan berkembang tanpa takut akan kekerasan. Strategi pencegahan yang 

efektif meliputi pendidikan, pembentukan iklim belajar yang positif, dan kolaborasi dengan pihak terkait. Jika 

kekerasan terjadi, langkah-langkah yang tepat harus segera diambil untuk menangani kasus tersebut, termasuk 

investigasi internal dan pelibatan pihak eksternal jika diperlukan. 
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